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SUMMARY

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia
mengakibatkan lumpuhnya perekonomian global,
termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan
jumlah populasi terbesar di dunia, permasalahan
ekonomi menjadi hal yang vital untuk diselesaikan oleh
negara. Pemerintah perlu bergerak cepat dalam rangka
pemulihan ekonomi, pada akhirnya munculnya program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi penentu
dalam penyelesaian permasalahan ini.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini Kanwil
DIJBC Khusus Kepulauan Riau ikut mengambil peran
dalam program PEN tersebut, menjadi bagian dalam
mengumpulkan penerimaan negara dari sisi kepabeanan
dan cukai, mendorong tumbuhnya iklim invenstas,
senantiasa mendorong ekspor dan terus mengawasi lalu
lintas perdagangan antar negara khususnya di wilayah
Kepulauan Riau. f

Pada akhir 31 Desember 2020 tercatat capaian kinerja
dari sisi penerimaan, Kanwil DJIBC Khusus Kepulauan Riau
mencapai 118,74% dari target yang ditetapkan dengan
total jumlah penerimaan yaitu Rp. 353.530.547.896.]
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CAPAIAN KINERJA

PENYUSUNAN ANALISIS
KINERJA PENERIMAAN

Realisasi capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau
berdasarkan analisis penerimaan pada semester 1 dan 2 tahun 2020 diketahui
bahwa realisasi penerimaan di wilayah Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau
sampai tanggal 31 Desember 2020 secara total realisasi penerimaan mencapai
Rp. 353.530.547.896 dari target yang dibebankan pada awal tahun 2020 yaitu
Rp. 297.762.643.000, secara persentase capaian pada tahun ini mencapai
118,74%

Penerimaan Kanwil DJBC Khusus Kepri terbesar adalah dari importasi Propane
dan Butane, sepanjang volume impor harga minyak dunia tinggi maka
berbanding lurus dengan pencapaian penerimaannya, begitu juga sebaliknya.
Namun, adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada volume
importasi Propane dan Butane oleh PT Pertamina, walaupun volume importasi
Propane mengalami sedikit peningkatan namun volume importasi Butane
mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020 dibandingkan
dengan volume importasi Butane pada tahun 2019 di periode yang sama.

Penerimaan dari sektor Bea masuk Kanwil DJBC Khusus Kepri berhasil melewati
target penerimaan yaitu mencapai 120,15% dari target Bea Masuk yang
diberikan, hal ini semata-semata disebabkan adanya sedikit peningkatan
volume importasi Propane dibandingkan tahun 2019 oleh PT Pertamina, dan
tingginya nilai kurs USD terhadap nilai rupiah sepanjang tahun 2020. Selain hal
tersebut capaian untuk penerimaan dari Bea Keluar mencapai 90,19 % dan
penerimaan terkait Cukai mencapai 74,14 %.

PIUTANG BEA DAN CUKAI YANG
DISELESAIKAN

Sejak awal Januari hingga Desember tahun 2020 Kanwil DJBC Khusus
Kepulauan Riau telah menyelesaikan piutang lancar mencapai 100%. Jumlah
nilai dari piutang tersebut mencapai Rp 1.493.466.440. Secara keseluruhan,
penyelesaian piutang ini berdasarkan dokumen yang diperoleh selama tahun
2020 dengan jenis dokumen berupa Surat Penetapan Sanksi Adminstrasi
(SPSA), Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), Surat
Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), Surat Tagihan Di Bidang Cukai (STCK-
1),
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PENYELESAIAN KAJIAN DI
BIDANG KEPABEANAN DAN

B CUKAI

TATA LAKSANA Z‘T
PENGELOLAAN TEMPAT
PENIMBUNAN PABEAN =
TERKAIT BARANG HASIL |
PENINDAKAN DI
KANTOR WILAYAH
DJBC KHUSUS
KEPULAUAN RIAU

Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau telah menyampaikan kepada
Tenaga Pengkaji Kantor Pusat DJBC berupa Kajian Kepabeanan dan Cukai
berjudul yang berjudul “Tata Laksana Pengelolaan Tempat Penimbunan
Pabean Terkait Barang Hasil Penindakan di Kantor Wilayah DJBC Khusus
Kepulauan Riau” dan telah dipresentasikan pada Kamis, 22 Oktober 2020.

KANTOR WILAYAH DJBC
KHUSUS KEPULAUAN RIAU

P

Kegiatan pemaparan kajian diikuti juga oleh perwakilan pejabat pegawai dari
Direktorat Kepatuhan Internal, Direktorat Penindakan dan Penyidikan,
Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Informasi
Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Teknis Kepabeanan, dan Bagian OTL
Sekretariat Direktorat Jenderal.

Terkait IKU ini, realisasi capaiannya mencapai angka 3,84 dari target yang
ditetapkan dengan formulasi penilaian berupa unsur penyelesaian kajian,
unsur penyampaian naskah kajian, serta unsur hasil penilaian kualitas kajian
dan kualitas presentasi. Adapun nilai kualitas kajian pada tahun 2020 mencapai
angka 92.81.

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI DAN
EDUKASI

P ~ . memansAKibat adanya Covid-19, pelaksanaan komunikasi dan edukasi oleh Kanwil DJBC
Khusus Kepulauan Riau selama tahun 2020 secara keseluruhan dilaksanakan

N A melalui virtual. Kegiatan komunikasi dan edukasi ini dikemas dalam program
/ VISTA (Visual Studi dan Aktualisasi). Kegiatan VISTA ini dikemas secara

| interaktif dan menarik dengan menghadirkan tema aktual dan pemateri yang

\ < j— berkompeten di bidangnya diantaranya:

(o 4 o Webinar New Mindset, New Result pada 23 Juli 2020 dengan pemateri

_‘\>/7 Sampurna Budi Utama (Widyaswara Kemimpinan);

e Webinar tentang “Making Changes, Membangun generasi muda yang kritis

=_ akan korupsi dan gratifikasi “ yang dilaksanakan pada 28 Juli 2020 dengan

? { narasumber Muhammad Indra Furgon (Deputi Bidang Pencegahan

’ ri Direktorat Gratifikasi KPK RI) dan Nancy Setiawati Silalahi (Biro Hukum KPK
RI 2014-2017);

e Sosialisasi PMK 171/2019 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor
Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan
untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan pada 02 September 2020
dengan narasumber Kepala Subdirektorat Pembebasan, Direktorat Fasilitas
DJBC dan dihadiri oleh Internal DJBC dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri;

e Dan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
108/PMK.04/2020 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan
Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor
atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan yang dilaksanakan pada
12 November 2020 untuk internal dan Ekternal DJBC.
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Complaint
and claim
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EFEKTIVITAS PENELITIAN
ULANG

Pada tahun 2020 Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau melakukan penelitian
atas kesalahan pemberitahuan tarif, pemberitahuan HS tidak sesuai dengan
jumlah tagihan Rp 29.949.750.000,00. Tagihan ini merupakan rangkaian dari
proses penelitian ulang yang telah dilaporkan oleh Kanwil DJBC Khusus
Kepulauan Riau kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai atas tagihan dari
PT. ENL. Saat ini PT ENL sedang dalam proses mengajukan banding ke
Pengadilan Pajak atas putusan SPKTNP yang diterbitkan oleh Kanwil DJBC
Khusus Kepulauan Riau.

Pelaksanaan Penelitian Ulang PT. ENL tersebut telah terealisasi 100% dari
target yang telah ditetapkan pada awal tahun yaitu 76,5%. Tagihan SPKTNP
50% cash disetor ke dalam kas negara dan 50% dalam bentuk bank garansi.

KUALITAS PENYELESAIAN
KEBERATAN

Selama tahun 2020, tidak ada pengajuan keberatan dari pengguna jasa atas
penetapan oleh pejabat Bea dan Cukai. Hal ini berbeda dengan tahun 2019,
bahwa terdapat total 1 (satu) keberatan oleh PT. PRP dengan nilai keberatan
yang diajukan Rp 176.469.000,00 (Seratus tujuh puluh enam juta empat ratus
enam puluh sembilan ribu rupiah) namun berdasarkan hasil analisis Kanwil
DJBC Khusus Kepulauan Riau yang dituangkan ke dalam Nota Penelitian dan
Pendapat bahwa Keberatan diusulkan untuk ditolak dan menetapkan bahwa
barang yang diimpor tersebut tidak dapat diberikan tarif preferensi bea masuk
dalam rangka ATIGA dan dikenakan tarif yang berlaku umum (MFN).

PEMUTAKHIRAN DATABASE
NILAI PABEAN 1l

Database Nilai Pabean Il (DBNP II) diperlukan dalam proses penetapan dan
penelitian nilai pabean yg disusun oleh Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor
Pelayanan Utama atas nama Direktur Jenderal, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan
Riau menyampaikan pemutakhiran DBNP Il, baik secara manual maupun Ceisa
Dena. Pemutakhiran database ini sesuai dengab ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-19/BC/2016 tentang Database Nilai
Pabean. Adapun Realisasi atas capaian IKU ini pada tahun 2020 di Kanwil DJBC
Khusus Kepulauan Riau mencapai angka 4 dari target yang telah ditetapkan
pada awal tahun sebesar 3,2.
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MITIGASI RISIKO YANG SELESAI
DIJALANKAN

Salah satu indikator terlaksananya organisasi yang baik adalah dengan
‘ melakukan mitigasi risiko atas berbagai kemungkinan fraud yang terjadi. Pada
RISKY tahun 2020 Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau telah melaksanakan mitigasi
e RANAGEUEN] risiko dengan realisasi mencapai 100% dari target yang ditetapkan 95%.
Yang menjadi profil risiko yang ada di Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan
telah dilakukan mitigasi risiko dengan maksimal diantaranya: Rendahnya
Unsur Pengembalian SPM pada Komponen IKPA, Pelaksanaan Kualitas
Anggararan DJBC yang rendah, Berita negatif terkait DJBC, Pelaksanaan
Workshop dan Lokakarya tidak efektif berdasarkan hasil Pre Test dan Post Test,
Adanya gugatan pra peradilan, Turunnya penerimaan negara pada sektor Bea
Masuk , Penagihan piutang tidak efektif, Adanya OTT, pungli, dan tindakan
korupsi, Pengawasan peredaran BKC ilegal kurang efektif, Patroli laut belum
terlaksana secara optimal, Belum terwujudnya Sarana Operasi Speedboat yang
laik laut, Perencanaan dan pengelolaan BBM tidak efektif, Hasil penyidikan
yang dinyatakan tidak lengkap oleh Kejaksaan (P-19) tidak mencapai target,
dan Gudang TPP kelebihan kapasitas.

EFEKTIVITAS FGD KEBIJAKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

Adanya Surat Ederan Menteri Keuangan nomor SE-3/MK.1/2020 tentang
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) di Lingkungan Kementerian
Keuangan, maka secara tidak langsung akan terjalinya komunikasi internal dan
menyelaraskan pemahaman seluruh pegawai terhadap arahan dan/atau
kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

KEBUAKAN
STRATEGIS

Selama tahun 2020 Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJIBC Khusus Kepri
melaksanakan FGD dengan pemateri oleh Kepala Bidang Kepabeanan dan
Cukai yang dihadiri oleh para Kepala Seksi dan Pelaskana di lingkungan Bidang
Kepabeanan dan Cukai. Realisasi capaian atas IKU ini dengan angka efektifivitas
100 dari skala target 80 yang ditetapkan. Adapun tema yang disampaikan
dalam FGD ini diantaranya:
e Kebijakan Defisit Keuangan Negara dan Kebijakan Sektor Keuangan Sebagai
Crisis Relief dalam menangani Pandemi Covid-19;
e Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah;
e Program PEN dan APBN 2021 untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan
Penguatan Reformasi.
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